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Abstract 

Legal literacy is a fundamental aspect in forming a society that is aware of the law and able to 

exercise rights and obligations in a balanced manner. Unfortunately, the level of legal literacy in 

the Mandailing Natal region is still relatively low, as seen from the lack of public understanding 

of actual legal issues, especially legal practices related to social and religious life during the 

month of Ramadan. This community service activity aims to improve community legal literacy 

through the Bincang Hukum program organized by the Nayottama Reswara Legal Aid 

Foundation. The activity was held on March 17, 2025 at Dilan Coffee, Panyabungan, Mandailing 

Natal, involving 23 participants from lecturers, legal practitioners, students, and the general 

public. Evaluation through pre-test and post-test showed a significant increase in participants' 

understanding of the legal material presented. In-depth interviews and observations showed that 

the interactive dialog method and contextual presentation of materials were able to encourage 

active community participation. These findings suggest that an educative approach based on 

public discussion can be an effective model in increasing community legal awareness. This 

program also contributes to strengthening the role of universities and legal aid institutions in 

legal literacy-based community empowerment.  
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Abstrak 

Literasi hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum 

dan mampu menjalankan hak serta kewajiban secara berimbang. Sayangnya, tingkat literasi 

hukum di wilayah Mandailing Natal masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya pemahaman 

masyarakat terhadap isu-isu hukum aktual, khususnya praktik hukum yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial dan keagamaan selama bulan Ramadhan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program Bincang Hukum yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara. Kegiatan dilaksanakan pada 

17 Maret 2025 di Dilan Coffee, Panyabungan, Mandailing Natal, dengan melibatkan 23 peserta 

dari kalangan dosen, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum. Evaluasi melalui pre-

test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi 

hukum yang disampaikan. Wawancara mendalam dan observasi menunjukkan bahwa metode 

dialog interaktif serta penyajian materi yang kontekstual mampu mendorong partisipasi aktif 

masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis diskusi publik dapat 

menjadi model efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini juga 

memberikan kontribusi pada penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum 

dalam pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum.  

Kata kunci: Literasi hukum; Bincang Hukum; Mandailing Natal; Diskusi Publik 
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PENDAHULUAN 

Literasi hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan 

masyarakat yang adil, beradab, dan berdaya (A. Hidayat et al., 2022; Karmuji et al., 

2022). Di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mandailing Natal, 

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum, khususnya yang 

berkaitan dengan praktik sosial keagamaan seperti bulan Ramadhan, masih tergolong 

rendah (Hidayat & Arifuddin, 2020; Salsabilah, 2023). Kondisi ini berdampak pada 

maraknya pelanggaran hukum yang terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, seperti 

kasus penimbunan sembako (Rizqy et al., 2024), keterlambatan pembayaran Tunjangan 

Hari Raya (THR) kepada pegawai (Zham-Zham, 2021), razia warung makan (Pratama, 

2023), penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran (Grahesti et al., 2023), hingga 

eksploitasi anak selama Ramadhan (Sasongko et al., 2025).  

Sederat permasalahan tersebut tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, tetapi juga aktor-aktor pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil 

yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam bidang hukum. Dalam hal ini, Yayasan 

Bantuan Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal sebagai mitra dalam kegiatan ini 

melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan ruang edukasi hukum kepada 

masyarakat dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan komunikatif. Dalam konteks 

inilah, program “Bincang Hukum” digagas dan dilaksanakan dalam rangka memberikan 

edukasi publik terkait berbagai polemik hukum yang berkaitan dengan praktik sosial 

keagamaan, khususnya selama bulan suci Ramadhan. Sebagai contoh, praktik 

penimbunan sembako oleh distributor pada pertengahan Ramadhan seringkali luput dari 

pengawasan hukum, meskipun jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen 

dan prinsip etika Islam. Buruh yang tidak memperoleh THR tepat waktu, gangguan 

ketertiban seperti balap liar atau pembatasan akses ke masjid oleh kebijakan lokal, hingga 

pengumpulan zakat tanpa izin resmi juga merupakan persoalan yang mencerminkan 

lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Bahkan, fenomena anak-anak yang dibiarkan 

mengemis atau keluyuran hingga larut malam selama bulan suci mencerminkan perlunya 

pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan preventif. 

Masalah-masalah tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi 

memerlukan sinergi antara akademisi pendidikan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan 

lembaga bantuan hukum (Sahlepi, 2018). Dalam konteks inilah, Yayasan Bantuan 

Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal memandang perlunya menghadirkan 

ruang edukasi hukum yang komunikatif dan partisipatif melalui program “Bincang 

Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Dilan 

Coffee, Jl. Lintas Timur, Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, dan melibatkan 23 

peserta dari unsur dosen, mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Program 
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ini bukan hanya menyampaikan aturan-aturan hukum positif dan norma agama, tetapi 

juga memberikan ilustrasi konkret dari berbagai pelanggaran hukum yang sering terjadi 

di lapangan, sekaligus menawarkan solusi preventif berdasarkan landasan hukum. 

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk 

meningkatkan literasi hukum masyarakat Mandailing Natal, khususnya dalam memahami 

berbagai isu hukum yang muncul selama Ramadhan, melalui pendekatan edukatif yang 

kontekstual dan berbasis dialog. Sementara itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

mendokumentasikan proses pelaksanaan, metode, serta dampak kegiatan secara ilmiah 

dan menyumbang pemikiran terhadap pengembangan model pengabdian hukum 

partisipatif yang bisa direplikasi dalam konteks sosial lainnya.  

Kontribusi dari kegiatan PKM ini dapat ditinjau dari dua dimensi. Secara praktis, 

kegiatan ini mendorong peningkatan pengetahuan hukum masyarakat terhadap isu-isu 

sosial keagamaan selama bulan Ramadhan, kesadaran atas hak dan kewajiban hukum, 

serta kemampuan menyikapi permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara 

akademik, kegiatan ini memperkaya literatur pengabdian masyarakat dalam bidang 

hukum dengan pendekatan partisipatif-dialogis dan berbasis kebutuhan lokal. 

 

METODE PENELITIAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory 

Action Research (PAR) dengan berbasis dialog interaktif (Ghozali & Haqq, 2018). 

Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan adanya dialog dua arah yang setara antara 

tim pengabdi dan audiens dalam memahami permasalahan (Setiadi & Zulpina, 2022), 

khususnya dalam konteks masalah hukum sosial keagamaan selama bulan Ramadhan. 

Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, masyarakat, 

aktivis pemuda, serta masyarakat umum di wilayah Panyabungan dan sekitarnya. 

Kehadiran mereka mencerminkan keberagaman latar belakang dan memperkaya diskusi 

lintas perspektif hukum, sosial, dan keagamaan dalam suasana Ramadhan. 

1. Tahap Pra-Pelaksanaan  

Tahap awal kegiatan dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum masyarakat 

melalui wawancara informal dan observasi lapangan. Tim PKM melakukan dialog 

dengan beberapa warga, mahasiswa, dan tokoh lokal di Panyabungan untuk menggali 

persoalan hukum apa saja yang sering muncul atau menjadi perhatian selama bulan 

Ramadhan. Dari proses ini, dirumuskan enam topik utama yang dianggap strategis dan 

kontekstual, yakni: hukum perdagangan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, zakat dan 

hibah, ibadah di ruang publik, serta perlindungan anak.  

Selanjutnya, tim menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Bantuan Hukum 

Nayottama Reswara Mandailing Natal yang memiliki legitimasi dan pengalaman dalam 
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edukasi hukum. Tim PKM juga melibatkan narasumber ahli hukum, baik dari kalangan 

praktisi maupun akademisi, untuk menyusun materi hukum populer dalam bahasa yang 

mudah dipahami masyarakat. Tahap ini juga mencakup penyusunan teknis kegiatan dan 

pemilihan tempat yang inklusif, yaitu sebuah kafe publik, guna menciptakan suasana 

diskusi yang santai, terbuka, dan non-hierarkis. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025. Sesi dibuka dengan sambutan 

dari penyelenggara mengenai tujuan kegiatan. Acara dilanjutkan dengan penyampaian 

materi oleh dua narasumber utama: Sarmadan Pohan, S.H., M.H., akademisi dari 

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dan Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H., 

akademisi dari STAIN Mandailing Natal. Kedua narasumber menyajikan isu-isu hukum 

seputar Ramadhan secara kontekstual dan aplikatif, dengan dialog aktif bersama peserta.  

Diskusi berlangsung secara partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima 

informasi tetapi juga menyampaikan pengalaman pribadi mereka terkait isu hukum yang 

dibahas. Sesi ini mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap praktik sosial yang 

mereka alami, serta mengenali aspek hukum yang mendasarinya. Kegiatan ini dilengkapi 

dengan sesi tanya jawab dan studi kasus, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan 

kognitif dan reflektif dari peserta. 

3. Tahap Pasca Pelaksanaan  

Setelah kegiatan berlangsung, tim PKM melakukan analisis terhadap hasil diskusi 

dan masukan peserta yang diperoleh melalui form evaluasi. Data ini kemudian 

dikompilasi sebagai dasar penyusunan laporan akhir dan rencana tindak lanjut. Dalam 

semangat PAR, hasil kegiatan tidak berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan 

ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama mitra untuk mengembangkan model replikasi 

kegiatan di komunitas lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, hasil kegiatan 

juga dirancang untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah sebagai bagian dari 

kontribusi akademik dalam pengembangan literasi hukum masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian masyarakat melalui program “Bincang Hukum” di Mandailing Natal 

berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi 

hukum peserta. Berikut adalah uraian hasil temuan berdasarkan data kuantitatif dan 

kualitatif yang dikumpulkan selama pelaksanaan. 

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta 

Peningkatan pemahaman dan kesadaran literasi hukum terlihat signifikan setelah 

pelaksanaan program “Bincang Hukum” yang mengangkat enam tema utama seputar 

praktik sosial-keagamaan selama Ramadhan. Tema-tema tersebut meliputi hukum 
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perdagangan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, zakat dan hibah, ibadah di ruang publik, 

serta perlindungan anak dan remaja.  

Melalui pelaksanaan pre-test dan post-test yang diikuti oleh 23 peserta dari 

berbagai latar belakang—termasuk akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga 

masyarakat umum—diperoleh data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan signifikan 

dalam pemahaman hukum. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas penyampaian 

materi secara kontekstual yang dikaitkan dengan kasus-kasus lokal, sehingga mampu 

memperkuat pemahaman peserta terhadap dasar-dasar hukum positif sekaligus nilai-nilai 

syariah. Untuk melihat rincian materi yang disampaikan dalam program “Bincang 

Hukum” selama bulan Ramadhan beserta peningkatan skor pemahaman hukum peserta, 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1. Materi Bincang Hukum Seputar Praktik di Bulan Ramadhan 

No. Topik Hukum Landasan Hukum Contoh Kasus 

1 

 

Hukum Berdagang di 

Bulan Ramadhan 

 

UU Perlindungan 

Konsumen, Etika 

Islam 

Distributor menimbun 

sembako di Bulan 

Ramadhan agar harga naik 

2 Hukum 

Ketenagakerjaan Saat 

Ramadhan 

UU Ketenagakerjaan, 

Fatwa MUI 

Buruh tidak mendapat 

THR tepat waktu 

3 Gangguan Ketertiban 

Umum Selama 

Ramadhan 

KUHP, Perda 

Ketertiban 

Warung ditutup paksa 

tanpa payung hukum 

4 Zakat dan Hibah 

 

UU No. 23 Tahun 

2011, Fiqh Zakat 

Zakat disalurkan ke pihak 

tidak berwenang 

5 Hukum Ibadah 

Ramadhan di Ruang 

Publik 

Pasal 29 UUD 1945, 

Maslahah Mursalah 

Masjid dibatasi aksesnya 

oleh kebijakan lokal 

 

6 

 

 

Perlindungan Anak 

dan Remaja Selama 

Ramadhan 

UU No. 35 Tahun 

2014, Hukum Pidana 

Islam 

Anak mengemis di lampu 

merah saat tarawih 

 

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Berdasarkan Skor Rata-Rata Per Isu 

No. Topik Hukum Skor Rata-rata 

Pre-Test 

Skor Rata-rata 

Post-Test 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

Hukum Berdagang di Bulan 

Ramadhan Hukum 

Ketenagakerjaan Saat Ramadhan 

Gangguan Ketertiban Umum 

Selama Ramadhan  

Hukum Zakat dan Hibah 

Hukum Ibadah Ramadhan di 

Ruang Publik 

41% 

 

45% 

39% 

 

42% 

46% 

 

85% 

 

80% 

79% 

 

83% 

82% 
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6 Hukum Perlindungan Anak dan 

Remaja Selama Ramadhan 

42% 81% 

Mean  42,5% 81,6% 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor peserta meningkat 

dari 42,5% menjadi 81,6%. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas metode 

penyampaian materi yang kontekstual dan berbasis kasus lokal, tetapi juga membuktikan 

bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dapat memperkuat 

pemahaman hukum masyarakat. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, 

tetapi juga aplikatif, dengan penekanan pada contoh-contoh nyata yang sering terjadi di 

masyarakat selama bulan Ramadhan, seperti penimbunan sembako, keterlambatan THR, 

razia warung makan, penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran, pembatasan akses ibadah, 

hingga eksploitasi anak. 

Data di atas juga menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat 

dipengaruhi oleh pendekatan yang menggabungkan landasan hukum nasional (seperti UU 

Perlindungan Konsumen, UU Ketenagakerjaan, KUHP, dan UU Perlindungan Anak) 

dengan norma-norma agama (misalnya fatwa MUI, fiqh zakat, dan konsep al-maṣlaḥah 

al-mursalah). Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang 

dilakukan oleh Hamida (2022) dan Imamah & Lee (2024), yang menegaskan bahwa 

literasi hukum di Indonesia akan lebih efektif jika dikaitkan dengan nilai-nilai lokal dan 

keagamaan yang hidup di masyarakat. Secara teoritis, pendekatan ini juga didukung oleh 

teori integrasi hukum dan agama yang dikemukakan oleh Berger (2011), di mana hukum 

tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya. 

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, program “Bincang 

Hukum” menawarkan keunggulan praktis dalam hal metode pelaksanaan yang interaktif 

dan berbasis dialog. Penelitian oleh Tabroni et al. (2023) menunjukkan bahwa metode 

ceramah konvensional cenderung kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman 

hukum, terutama di kalangan masyarakat awam. Sebaliknya, model diskusi interaktif dan 

studi kasus seperti yang diterapkan dalam “Bincang Hukum” terbukti lebih mampu 

membangun kesadaran kritis dan aplikatif (Song & Cai, 2024). Hal ini juga diperkuat 

oleh temuan Kusyana (2024) yang menyatakan bahwa literasi hukum berbasis 

kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum sehari-hari. 

Secara keseluruhan, program “Bincang Hukum” selama bulan Ramadhan dapat 

dijadikan model dalam upaya peningkatan literasi hukum berbasis komunitas. 

Keberhasilan program ini memperkuat argumen bahwa integrasi antara hukum positif dan 

nilai-nilai agama bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat efektif secara 

praktis dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan beretika. Temuan ini 
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diharapkan dapat menjadi rujukan bagi institusi pendidikan, lembaga hukum, maupun 

organisasi keagamaan dalam merancang program serupa di masa mendatang. 

2. Efektivitas Metode Diskusi dan Partisipasi Peserta  

Metode partisipatif-dialogis adalah pendekatan dalam komunikasi atau 

pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, baik 

dalam proses penyampaian informasi maupun pengambilan keputusan (Muchtar, 2016). 

Metode partisipatif-dialogis yang diadopsi dalam program “Bincang Hukum” terbukti 

sangat efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. 

Kegiatan ini tidak hanya mengedepankan aspek edukatif, tetapi juga menciptakan suasana 

non-formal yang nyaman, seperti diskusi terbuka di kafe yang dilakukan oleh tim PKM. 

Pendekatan ini secara nyata memecah sekat antara “ahli hukum” dan “masyarakat awam”, 

sehingga peserta merasa lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan, berbagi 

pengalaman, dan mendiskusikan masalah hukum yang mereka hadapi secara langsung.  

Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Bincang Hukum  

Efektivitas metode diskusi interaktif ini tercermin dari keberhasilan program 

dalam mengangkat enam isu utama hukum yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-

hari masyarakat selama bulan Ramadhan. Melalui sesi tanya jawab yang berlangsung 

dinamis, teridentifikasi sejumlah persoalan aktual di lapangan, seperti ketidaktahuan 

masyarakat tentang sanksi hukum penimbunan sembako, ketidakjelasan prosedur 

pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan, keresahan atas pembatasan buka bersama dan 

balap liar, hingga minimnya pengetahuan tentang legalitas lembaga zakat dan 

perlindungan anak. Tanggapan peserta pun sangat konkret, mulai dari permintaan 

sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, pelatihan audit zakat, hingga advokasi hukum 

berbasis sekolah. Berdasarkan sesi tanya jawab, teridentifikasi beberapa poin penting: 
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Tabel 3. Topik Diskusi dalam Program Bincang Hukum 

No. Topik Hukum Temuan Lapangan Tanggapan Peserta 

1 

 

Hukum Berdagang di 

Bulan Ramadhan 

 

Mayoritas belum tahu 

sanksi penimbunan 

sembako  

Minta disosialisasikan UU 

Konsumen lebih luas 

2 Hukum 

Ketenagakerjaan Saat 

Ramadhan 

Beberapa buruh tidak 

dapat THR tepat 

waktu 

Ingin tahu prosedur 

pelaporan ke Dinas 

3 Gangguan Ketertiban 

Umum Selama 

Ramadhan 

Ada keresahan soal 

pembatasan buka 

bersama dan balap liar 

Masyarakat ingin 

kepastian hukum yang adil 

4 Zakat dan Hibah 

 

Banyak yang tidak 

tahu legalitas lembaga 

zakat 

Ingin pelatihan audit zakat 

berbasis hukum 

5 Hukum Ibadah 

Ramadhan di Ruang 

Publik 

Masih terjadi 

pembatasan tanpa 

dasar hukum jelas 

Meminta sosialisasi Pasal 

29 UUD 1945 

6 

 

 

Perlindungan Anak 

dan Remaja 

Terdapat praktik 

eksploitasi anak 

secara tersembunyi 

Meminta advokasi hukum 

berbasis sekolah  

 

Dari tabel 3. di atas menunjukkan bahwa diskusi interaktif dalam suasana non-

formal mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta, memperluas cakrawala berpikir, 

dan menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman pribadi. 

Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang dikemukakan 

oleh Knowles et al. (2024), di mana proses belajar akan lebih efektif jika peserta terlibat 

aktif, merasa dihargai, dan materi dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata mereka. 

Selain itu, metode ini juga memperkuat konsep “community legal education” seperti yang 

dikemukakan oleh Setha (2024), yaitu pendidikan hukum berbasis komunitas yang 

menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses belajar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode diskusi partisipatif-dialogis 

dalam program “Bincang Hukum” tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman 

hukum, tetapi juga membangun jejaring sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan 

menumbuhkan budaya kritis terhadap isu-isu hukum di lingkungan sekitar terutama yang 

sering terjadi di masyarakat selama bulan Ramadhan. Keberhasilan ini dapat menjadi 

model bagi program literasi hukum di berbagai daerah, terutama dalam konteks edukasi 

hukum berbasis masyarakat yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. 

3. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Masyarakat  

Perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu 

indikator utama keberhasilan program “Bincang Hukum” yang dilaksanakan selama 

bulan Ramadhan. Indikasi perubahan ini dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu 



Fadlan Masykura Setiadi et. al., Sosialisasi Program Bincang Hukum Terhadap Peningkatan … 

 

 
                                                                                   DEVELOPMENT, Volume 4 Nomor 2, Juni 2025  

Available online at https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/DJCE/issue/view/124| 189  

 

meningkatnya kemauan peserta untuk menyuarakan ketidakadilan serta tumbuhnya 

kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Selama dan setelah kegiatan 

berlangsung, sejumlah bentuk perubahan sikap terekam secara nyata. Misalnya, sebanyak 

22% peserta menyatakan kesediaan untuk melaporkan praktik penimbunan barang 

kepada Satgas Pangan atau Pemerintah terkait jika menemukannya di lingkungan sekitar. 

Sebagaimana kutipan hasil wawancara salah satu peserta pasca kegiatan:  

 “Dulu saya mengira bahwa hukum itu hanya urusan aparat. Sekarang saya 

sadar, kita juga bisa menjadi bagian dari penegak keadilan—setidaknya dengan 

berani melaporkan jika ada pelanggaran.” — (MD, Mahasiswa Prodi HPI, 

wawancara, Maret 2025) 

Selain perubahan individu, peningkatan kesadaran hukum juga tampak pada level 

komunitas. Beberapa komunitas lokal mulai membentuk posko aduan untuk menampung 

laporan terkait zakat fiktif. Langkah-langkah ini menandakan adanya pergeseran budaya 

hukum di masyarakat, dari yang sebelumnya cenderung mengedepankan tindakan main 

hakim sendiri, menjadi lebih menghormati prosedur dan mekanisme hukum formal. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta: 

“Kami juga sudah bentuk seperti posko aduan di balai desa. Jadi kalau ada 

masalah soal zakat yang nggak jelas penyalurannya, warga bisa lapor. Biar 

diselesaikan sesuai hukum, bukan dengan tendensi.” — (AM, Pengurus Badan 

Kenaziran Masjid, Desa Kota Siantar, wawancara, Maret 2025) 

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang efektif tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku dan budaya hukum baru di 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori perubahan perilaku sosial yang dikemukakan 

oleh Fishbein & Ajzen (1977), di mana peningkatan pengetahuan dan sikap positif 

terhadap hukum akan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma hukum 

yang berlaku. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Busriadi & Saleh (2025) 

yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan mendorong terciptanya budaya 

hukum yang lebih adil dan partisipatif. 

Secara praktis, perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat yang tercipta 

melalui program ini dapat menjadi model bagi upaya-upaya serupa di masa depan. Tidak 

hanya membangun pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keberanian, rasa tanggung 

jawab, dan solidaritas hukum di tingkat komunitas. Hal ini sangat penting dalam 

menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga berdaya dan berani 

memperjuangkan keadilan secara kolektif. 
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KESIMPULAN 

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan “Bincang 

Hukum” selama bulan Ramadhan di Mandailing Natal terbukti memberikan dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui pendekatan edukasi 

hukum kontekstual yang berpadu dengan metode partisipatif-dialogis, kegiatan ini 

mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum yang relevan dengan 

kehidupan sosial-keagamaan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan skor 

pemahaman dari 42,5% menjadi 81,6%. Keberhasilan program ini terletak pada 

kemampuannya menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam suasana 

yang inklusif dan tidak formal, yang mendorong dialog terbuka, refleksi kritis, dan 

keterlibatan dari akar rumput. Lebih dari itu, program ini tidak hanya mendorong 

kesadaran hukum secara individual, tetapi juga membangkitkan kesadaran hukum 

kolektif, yang tercermin dalam lahirnya inisiatif seperti penyusunan pakta hukum lokal 

dan pembentukan posko aduan di tingkat desa. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi 

literasi hukum berbasis komunitas, ketika disesuaikan dengan konteks sosial-keagamaan 

lokal, dapat menjadi strategi efektif dalam memberdayakan masyarakat marjinal dan 

membangun budaya keadilan hukum. 
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